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Menimbang 
:
a.
Bahwa dengan perkembangan kegiatan perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi yang semakin meningkat, dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan di bidng perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan pengaturan tentang penyelenggaran perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi dengan Peraturan Daerah.

Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Nomor  3276) ;

2. Undang-undang Nomor  15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor  53, Tambahan Lembaran Nomor 3481);

3. Undang-udnang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Nomor 3493),

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647).

5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang  pengelolaan lingkungan hidup (lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699)

6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana  Tata Ruagn Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara nomor 3721)

7. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Nomor 33)

8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878)

9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan  Lembaran Negara Nomor 3881)

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeiksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3724)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau  perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999) Nomor 32, Tambahan LembaranNegara Noor 3816)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907)

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesi aTahun 2000 Nomor 3925)

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun  2000 tentang kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929)

17. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

18. Peraturan Pemerintah Nomor  25 Tahun 2000 tentang  kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi ssebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor  107).

20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108).

21. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang  Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, TambahanLembaran Negara Nomor 4001).

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang keamanan dan keselamatan Penerbangan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9)

23. Peraturan Pemerintah  Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128)

24. Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara nomor 2145)

25. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227).

26. Peraturan Daerah-Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruagn Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarata (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 23)

27.  Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat  Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarata (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66)

28. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN  PEREWAKILAN  RAKYAT  DAERAH  PROPINSI

DAERAH  KHUSUS IBUKOTA  JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 
:
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT, PERHUBUNGAN UDARA, POS DAN TELEKOMUNIKASI DI PROPINSI  DAERAH KHUSUS IBUKOTA  JAKARTA

BAB  I

KETENTUAN  UMUM

Pasal  1

Dalam  Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Dina perhubungan adalah Perangkat Daerah  propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

6. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi BUMN, BUMD, Swasta dan koperasi.

7. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang memiliki oleh negara dan / atau swasta dan / atau koperasi.

8. Instansi Pemerintah adalah Instansi yang mempunyai kewenangan menetapkan suatu keputusan dan / atau ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Ijin adalah hak yang diberikan oleh yang berwenang kepada peseorangan, kelompok dan atau badan hukum untuk melegalitas perbuatan, kegiatan, penyelenggaraan, pemilikan, dan atau pengoperasian peralatan,

10. Ijin usaha adalah surat ijin yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada perseorangan, kelompok, dan atau badan hukum untuk menyelenggarakan suatu usaha.

11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik POLRI dan atau PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi. Guna menemukan tersangkanya, dalam lingkungan tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang.

12. Penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang telah memenuhi syarat dan telah mengikuti pendidikan penyidikan serta diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai penyidik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

13. Alur pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan yagn dari segi kedalaman, lebar dan hamabtan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.

14. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau diperkerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.

15. Ank buah kapal adalah awal kapal selain Nakhoda atau pemimpin kapal.

16. Angkutan laut adalah setiap kegiatan angktuan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan  atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan  oleh perusahaan angkutan laut.

17. Angkutan laut luar negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan  kunjungan antara pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutanlaut.

18. Angkutan laut dalam negeri kegiatan angkutan laut antara pelabuhan yang dilakukan di wilayah perairan laut Indonesia diluar ketentuan tersebut huruf ii pasal ini, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.

19. Angkutan laut perintis adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia yang dilakukan dengan trayek tetap dan teratur, untuk menghubungkan daerah terpencil dan belum berkembang.

20. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKR Pelabuhan adalah wilayah perairan perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan yang dipergunakan secara langsung  untuk kegiatan kepelabuhan.

21. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan selanjutnya disingkap DLKP Pelabuhan adalah wilayah perairan di sekeliling  daerah lingkungan kerja perairan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran yang kewenangan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

22. Daftar ukur adalah daftar yang memuat perhitungan tonase kapal.

23. Instalasi bawah air adalah instalsi kabel, pipa dan peralatan lainnya yang digelar atau dipendam dibawah dasar laut (Sea Bed).

24. Kapal adalah  kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

25. Kepelabuhan  dalah meliputi segala seuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi kepelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan / atau barang, keselamatan  berlayar, serta tempat perpindahan intra dan / atau antara moda.

26. Keselamatan pelayaran  adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut  di perairan dan kepelabuhan.

27. Kenaigasian adalah kegiatan yang meliputi   segala seuatu yang berkaitan dengan sasrana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrooceanografi, alur dan perlintasan, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran.

28. Kapal Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.

29. Kapal niaga adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung ke pelabuhan untuk  kepentingan niaga, termasuk kapal pemerintah / TNI / POLRI yang mengangkut barang, penumpang, dan hewean untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran.

30. Kapal bukan niaga adalah kapal yang berkunjung di Pelabuhan dalam keadaan darurat, atara lain mengambil air, bahan makanan, bahan bakar serta keperluan lain yang dipergunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebaran serta pembasmian tikus.

31. Kapal yang melakukan kegiatan Bandar adalah kapal yang melakuan kegiatan  secara tetap dan tinggi tetap di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.

32. Kerangka kapal adalah setiap kapal yang tenggelam atau kandas atau terlempar dan telah ditinggalkan.

33. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi  persyaratan  keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal, serta penumpang  dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

34. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memnuhi persyaratan  material, konstruksi, bangunan, permesinan  dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal.

35. Moda adalah alat angkut / sarana angkutan untuk  memindahkan barang / hewan / orang / tumbuhan dari satu tempat ke tempat lain.

36. Nakhoda kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas  kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-perundang yang berlaku.

37. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.

38. Perairan wilayah  adalah perairan laut yang berada dalam wilayah administrasi Propinsi Daerah khsuus ibukota Jakarta.

39. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu di wilayah administrasi Propinsi DAerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegaitan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas dan / atau pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

40. Pelabuhan Umum adalah Pelabuhan yagn diselenggarakan  untuk kepentingan pelayaran masyarakat umum.

41. Penyelenggara Pelabuhan Umum adalah Unit Pelaksana Teknis / Satuan Kerja Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.

42. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

43. Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi atau kapal yang dilakukan di bawah air atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus.

44. Pemimpin kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu serta mempunyai wewenang dna tanggung jawab tertentu, berbeda dengan yang dimiliki oleh Nakhoda.

45. Pejabat pendaftar dan pencatat baliknama kapal adalah pejabat pemerintah /  pemerintah daerah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal Indonesia sesuai dnegan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

46. Pejabat pemeriksa keselamatan kapal adalah  pejabat pemerintah / pemerintah daerah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian dibidang keselamatan kapal.

47. Penyelenggara pelayanan jasa kapal adalah Badan yang diberi ijin  oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian dibidang keselamatan kapal.

48. Pelayaran rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau layar motor yang berukuran sampai dengan 400 GT dan kapal motor yang berukuran sampai dengan 35 GT, dan kapal layar motor yang digerakkan dengan tenaga angin sebagai pengerak utama sampai dengan 500 GT.

49. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu Nakhoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar.

50. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, manrik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan dermaga, breasting dolpin, pelampung, pinggiran dan kapal lainnya dengan mempergunakan kapal tunda.

51. Pengepilan adalah pekerjaan  mengikat melepas, menarik tali temali kapal yang berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepas dan dermaga,  breasting dolphin, pelampung, pinggiran dan kapal lainnya dengga menggunakan atau tidak menggunakan motor kepil.

52. Saluran pengambilan / pembuangan air laut adalah saluran yagn dibangun untuk pengambil air luat dan buangan air untuk proses industri.

53. Sarana bantu navigasi  pelayaran adalah sarana yang dibanagun atau terbentuk secara alami yang beada di luar kapal yang berfungsi membantu navigator dalam menentukan  posisi dan / atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan / atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar.

54. Surat ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran.

55. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia dalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak  kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.

56. Telekomunikasi pleyaran adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.

57. Tonase kapal adalah volume kapal  yang  dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonnage / GT) dan tonase bersih (net tonnage / NT).

58. Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos dalam satu perjalanan atau lebih dari satu Bandar Udara ke Bandar Udara yang lain atau beberapa Bandar Udara.

59. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat kargo dan / atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.

60. Bandar udara umum adalah bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum.

61. Bandar udara khusus adalah bandar udara yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan tertentu dan tidak melayani kepentingan umum.

62. Daerah Lingkungan Kerja Bandar, adalah wilayah daratan dan / atau perairan yang dipergunakan secara langsung  untuk kegiatan bandar udara.

63. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, dapat terbang dengan  sayap berputar dan bergerak dengan tenaga sendiri.

64. Jaringan  penerbangan adalah kumpulan dari rute penerbangan yang merupakan satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan udara.

65. Keamanan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggara penerbangan yang bebas dari gangguan dan / atau tindakan yang melawan hukum.

66. Keselamatan Penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbagnan beserta penunjangnya.

67. Keamanan  dan keselamatan penerbagnan adalah suatu kondisi untuk mewujudkan penerbangan dilaksankaan  secara aman dan selamat sesuai dengan rencana.

68. Kawasan udara terlarang (prohibited area) adalah ruang udara tertentu di atas daratan dan / atau perairan, dimana pesawat udara dilarang terbang melalui ruang udara tersebut karena pertimbangan  pertahanana dan keamanan negara serta keselamatan penerbangan.

69. Kawasan Udara Terbatas (restricted area) adalah ruagn udara tertentu di atas daratan dan / atau periaran, dimana pesawat udara dilarang terbang melalui  ruang udara tersebut karena pertimbangan pertahanan dan keamanan negara serta keselamatan penerbangan.

70. Kawasan udara  berbahaya  (danger area) adalah ruang udara tertentu di atas daratan dan / atau perairan, yang sewaktu-waktu terjadi aktivitas yang membahayakan bagi penerbangan pesawat udara.

71. Kelaikan udara adalah terpenuhinya  persyaratan, minimum kondisi pesawat udara dan / atau komponennya untuk menjamin keselamatan penerbangan dan mencegah terjadinya pencemaranlingkungan.

72. Kebandarudaraan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancara, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan / atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan mitra dan / atau antar moda serta mendorong perekonomian  nasional dan daerah.

73. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan  dan / atau perairan dan ruang udara  di sekitar bandara yang dipergunakan untuk kegaitan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

74. Perusahaan Angktuan Udara adalah perusahaan yang mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo dan pos dengan memungut bayaran.

75.  Pesawat Udara adalah setiap alat yang dapat terbang diatas karena daya angkat dari reaksi udara.

76. Pesawat Terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap dan bergerak dengan tenaganya sendiri.

77. Pendaftaran adalah pendaftaran peswat terbang, helikopter dan balon berpenumpang untuk memperoleh tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia untuk memperoleh hak operasi di Indonesia.

78. Pangkalan udara adalah kawasan di daratan dan / atau perairan dalam wilayah Republik Indonesia yang dipergunakan untuk kegiatan penerbangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

79. Penyelenggara Bandar Udara Umum adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT), satuan kerja bandar udara  atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khususnya didirikan untuk mengusahakan jasa kebandarudaraan.

80. Rute penerbangan adalahlintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.

81. Sertifikat Pendaftaran pesawat Udara adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan pendaftaran pesawat udara.

82. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

83. Amatir Radio adalah orang yang diberi ijin, yang berminat dalam teknik radio dengan tujuan melatih diri, saling berkomunikasi untuk kepentingan pribadi dan sosial.

84. Filateli adalah kegemaran mengumpulkan dan mempelari prangko, benda-benda pos dan hal-hal lain yang berkaitan dengan prangko dan pemprangkoan.

85. Filatelis adalah orang yang gemar mengumpulkan dan mempelajari prangko, benda-benda pos dan halhal lain yang berkaitan dengan prangko dan pemprangkoan.

86. Frekuensi penyiaran  radio lokal adalah kanal frekuensi yang telah dialokasikan untuk keperluan penyiaran radio dengan jangkauan pancarannya sampai wilayah tertentu.

87. Ijin pengusahaan jasa titipan adalah ijin yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada penyelenggara untuk melaksanakan kegiatan menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima.

88. Ijin usaha telekomunikasi adalah hak yang diberikan oleh Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas kepada banda hukum untuk memberikan pelayanan jasa telekomunikasi.

89. Instalasi Akses  di ruamh dan gedungyang selanjutnya disebut IKR/G adalah salurankabel yang meliputi kabel dari kontak terminal batas (KTB) atau rangka pembagi utama / rangka pembagi internal, perkawatan dan soket yang dipasang didalam ruamh / gedung milik pelanggan.

90. Internet Telephony untuk keperluan Publik (IKP) atau dikenal sebagai VoIP (Voice over Internet Protocol) adalah kegiatan  penyediaan, pelayanan dan penyelenggaraan jasa internet telepon untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

91. Jaringan tertutup lokal adalah jaringan komunikasi yang dipergunakan  untuk kepentingan sendiri.

92. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengakapnnya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.

93. Jasa telekomunikasi adalah jasa layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.

94. Jasa penunjang penyelenggaraan Telekomunikasi adalah jasa yang menunjang terselenggaranya pelayana jasa telekomunikasi.

95. Kantor pusat adalah kantor  utama pengendali administrasi penyelenggaraan pengusahaan jasa titipan untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uagn dari pengirim kepada penerima.

96. Kantor Cabang dalah kantor pembantu  dan merupakan bagian dari kantor psuat untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima.

97.  Kantor Agen dalah kantor pembantu yang menyelenggarakan  pengusaha jasa titipan  atas dasar kerja sama dengan Kantor Pusat atau Kantor Cabang pengusahaan jasa titipan sesuai peraturan  perundangan yang berlaku.

98. Komunikasi Radio adalah komunikasi dua rah atau lebih yang menggunakan frekuensi radio dengan mempergunakan perangkat antara lain Handy Talky, Base Station, Repeater (stasiun pancar ulang) dan Radio Link (Micro Wave).

99. Kanal frekuensi radio adalah bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio.

100. Menara Telekomunikasi adalah seperangkat bangun-bangunan yang berfungsi sebagai kelengkapan perangkat telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan  dengan keperluan  kelengkapan telekomunikasi.

101. Organisai  Amatir Radio Indonesia yang selanjutnya disebut ORARI adalah organisasi Amatir Radio yang merupakan wadah resmi bagi pemilik ijin Amtir Radio yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

102. Penyelenggara Pos adalah Badan Usaha Milik Negara dna badan usaha lain yang berbadan hukum dalam hal ini perseroan terbatas atau koperasi yang telah memiliki surat ijin pengusaha jasa titipan.

103. Pengusahaan Jasa Titipan adalah kegiatan yagn dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima membawa, dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memunggut biaya.

104. Penyelenggara telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara , Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, instansi Pemerintah, serta instansi Pertahanan dan Keamanan Negara.

105. Penyiaran Radio Lokal adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan dengan cakupan wilayah tertentu.

106. Penyiaran televisi lokal adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umumbaik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan dengan jangkauan pada wilayah tertentu.

107. Penyiaran televisi berbayar adalah media komuniksi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan dengan membayar untuk memperoleh siarannya.

108. Penyiaran televisi kabel adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratru dan berkesinambungan yang menggunakan jaringan kabel untuk media transmisinya.

109. Pita frekuensi  radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar band tertentu.

110. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyeidaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.

111. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.

112. Penyelenggara jasa telekomunikasi adalah penyelenggara kegiatan penyediaan dan atau  pelayanan jasa teknologi informasi yang merupakan perpaduan antara teknologi informatika dan teknologi penyiaran.

113. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi khusus adalah penyelenggara kegiatan penyeidaan dan atau pelayanan jasa telekoumunikasi yang memungkinkan  terselenggaranya telekomunikasi.

114. Penyelenggara Telekomunikasi Perorangan adalah pengguna telekomunikasi bersifat perorangan untuk komunikasi Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antara Penduduk (KRAP)

115. Penyelenggara  Telekomunikasi Perorangan adalah pengguna telekomunikasi  bersifat perorangan untuk komunikasi Amatir Radio dan Komunikasi Radioa Antara             Penduduk (KRAP).

116. Penyelenggaraan Jasa Multi media adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi termasuk didalamnya antara lain penyelenggaraan jasa internet telepon, jasa akses internet dan jasa televisi berbayar.

117. Radio siaran lokal adalah suatu  bentuk telekomunikasi berupa pancara radio yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dengan menggunakan frekuensi radio sebagai media yang mempunyai jangkauan lokal.

118. Radio amatir penduduk Indonesia yang selanjutnya disebut RAPI adalah organisasi radio antar penduduk  Indonesia yang merupakan wadah resmi bagi pemilik ijin komunikasi radio antar penduduk yang diakui dan disdahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

119. Spektrum frekuensi radio adalah kumpulan pita frekuensi radio

120. Surat Keterangan  Kecakapan Amatir Radio (SKKAR) adalah sertifikat  yang diberikan kepada seseorang sebagai bukti  telah lulus ujian Amatir Radio.

121. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan,gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

122. TV Siaran adalah suatu bentuk telekomunikasi berupa pancaran radio yang langsung ditujukan kepada umum dlaam bentuk suara dan gambar dengan menggunakan gelombang adio dan atau kabel sebagai media transmisinya.

123. TV Kabel adalah suatu bentuk telekomunikasi berupa pancaran radio yang langsung ditujukan kepada umum   dalam bentuk suara dan gambar dengan  menggunakankabel sebagai media.

124. TV Siaran Lokal adalah suatu bentuk telekomunikasi berupa pancaran radio yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dan gambar dengan menggunakan frekuensi  radio dan atau kabel dengan jangkauan lokal.

125. TV berbayar adalah  suatu bentuk telekomunikasi berupa pancaran radio yang langsung ditujukan kepada pelanggan dalam bentuk suara dan gambar dengan menggunakan frekuensi radio dan atau kabel sebagai media.

126. Ujian Amatir Radio adalah ujian negara bagi calon Amatir Radio dan atau Amatir Radio guna menetapkan tingkat kecakapannya.

127.  Warung Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Wartel adalah tempat yagn disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum dan terbatas.

128. Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah tempat yagn disedikaan untuk penyelenggaraan pelyanan jasa internet untuk umum secara terbatas.

BAB  II

PRASARANA

Bagian Pertama

Perhubungan Laut

Paragraf  I

Pemanfaatan Wilayah

Pasal  1

(1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan di wilayah laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku.

(2) 
Wilayah laut yang dimaksud pada ayat (1) pemanfaatannya berpedoman pada Rencana Tata Ruagn Wilayah Propinsi.

(3) Tanah Negara di wilayah pesisir dan pantai, kewenangan hak pengelolaannya merupakan hak Pemerintahan Daerah.

Paragraf  2

Tatanan  Kepelabuhan

Pasal   2

(1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mampu mewujudkan penyeidaan jasa kepelabuhan  sesuai dengan tingkat kebutuhan.

(2) Tatanan Kepelabuhan dimaksudkan guna mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang handal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global dalam rangka menunjang pembangunan daerah yang berarti menunjang tumbuh dan berkembangnya pembangunan nasional.

(3) Penyusunan Tatanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi

b. Rencana Umum Jaringan Transportasi Kota

c. Pertumbuhan ekonomi dan perkemabngan sosial

d. Keterpaduan inter dan antar moda transportasi

e. Kelestarian lingkungan

f. Keselamatan Lingkungan

g. Keselamatan Pelayaran

h. Standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah

i. Pertahanan dan Keamanan negara

(4) Tatanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat kegiatan, peran, fungsi dan jenis pelabuhan.

(5) Tatanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayt (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur/

Paragraf   3

Kawasan Pelabuhan

Pasal  3

(1) Untuk memanfaatkan wilayah laut ditetapkan Kawasan Pelabuhan yang digunakan untuk Penyelenggaraan Kepelabuhan.

(2) Kawasan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi.

Paragraf  4

Lokasi Pelabuhan dan Instalasi Bawah Air

Pasal  4

(1) Lokasi pelabuhan dan instalasi bawah air ditetapkan berdasarkan koordinat geografis.

(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur 

(3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek-aspek.

a. Tatanan  Kepelabuhan

b. Rencana Tata Ruang Wilayah Porpinsi

c. Kelayakan teknis

d.  Kelayakan ekonomi

e. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial

f. Kelayakan lingkungan

g. Keterpaduan intra dan antara moda

h. Adanya aksesibilitas terhadap hinterland

i. Keamanan dan keselamatan pelayaran dan

j. Pertahanan dan keamanan

Paragraf  5

Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 5

(1) Penyelenggara Pelabuhan Umum wajib menyusun Renana Induk Pelabuhan

(2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi rencana peruntukan  lahan dan perairan pelabuhan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi.

a. kegiatan jasa kepelabuhan

b. kegiatan pemerintahan

c. kegiatan jasa kawasan

d. kegiatan penunjang kepelabuhan

(3) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menjadi dasar yang mengikat dalam menetapkan kebijakan untuk melaksanakan  kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya.

(4) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

(5) Ketentuan mengenai persyaratan Penetapan Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf  6

Daerah lingkungan kerja Pelabuhan  dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

Pasal  6

(1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum ditetapkan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan.

(2) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat geografis

(3) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan terdiri dari :

a. Daerah lingkungan kerja daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitasn penunjang.

b. Daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan untuk pemanduan, tempat perbaikan kapal dan lain-lain.

(4) Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum merupakan perairan pelabuhan diluar daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk alur pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, pengembangan pelabuhan jangka panjang, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal.

(5) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(6) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah LingkunganKepentingan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan, menjadi dasar dalam melaksana kegiatan  kepelabuhan.

Pasal  7

Didalam Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan umum sebagaimaan dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban :

a. Menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran

b. Menjamin keamanan dan ketertiban

c. Menyediakan dan memelihara alur pelayaran

d. Memelihara kelestarian lingkungan dan

e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai

Pasal  8

(1) Penyelenggara pelabuhan umum mengusulkan penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (1) kepada Gubernur.

(2) Gubernur melakukan penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :

a. peta usulan rencana daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang dilengkapi dengan titik-titik koordinat diatas peta topografi dan        peta laut.

b. Kajian mengenai spek keamanan dan keselamatan pelayaran

c. Kajian mengenai aspek lingkungan

(3) Ketentuan mengenai persyaratan penetapan daerah lingkungan kerj adan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan ditetapkan  dengan Keputusan Gubernur.

Pasal  9

(1) Didalam daerah lingkungan kerja pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3), penyelenggara  pelabuhan mempunyai kewajiban :

a.
Di Daerah  Lingkungan Kerja Pelabuhan :

1) Memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja daratan yang telah ditetapkan.

2) Memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan.

3) Melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki

4) Menyelesaikan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Menjaga Kelestarian lingkungan


b.
di Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan

1) Memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah dilingkungan kerja perairan yang telah  ditetapkan

2) Menginformasikan  mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kepelabuhan.

3) Menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran

4) Menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan

5) Memelihara kelestarian lingkungan

6) Melaksanakan pengaman terhadap asset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.

Paragraf  7

Pelabuhan Khusus

Pasal   10

(1) Untuk menunjang kegiatan tertentu dapat dibangun Pelabuhan Khusus yang dioperasikan untuk kepentingan sendiri, yang merupakan satu kesatuan tatanan  kepelabuhan.

(2) Untuk membangun dan mengoperasikan Pelabuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Gubernur.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama pengelola pelabuhan khusus masih menjalankan usaha pokoknya.

(4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah dipenuhi persyaratan teknis kepelabuhan, keselamatan pelayaran, dan kelestarian lingkungan.

Paragaraf  8

Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran

Pasal  11

(1) Pengadaan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

(2) Untuk kepentingan tertentu, Badan Hukum Indonesia dapat melakukan pengadaan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran dengan izin Gubernur.

(3) Pengoperasian  sarana bantu  navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran dilaksanakan oleh petugas yang memenuhi persyaratan kesehatan, pendidikan,  dan kecakapan tertentu.

(4) Untuk menjamin keamanan  dan keselamatan  sarana bantu navigasi pelayaran ditetapkan zona-zona keamanan dan keselamatan di sekitar instalsi dan bangunan tersebut.

(5) Berdasarkan pertimbangan teknis kenavigasian, lokasi atau bangunan tertentu di darat maupun di perairan dapat dibebaskan dan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Telekomunikasi Pelyaran.

(6)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Paragraf  9

Alur  Pelayaran

Pasal  12

(1) Alur pelayaran harus bebas dari hambatan baik berupa bangunan maupun kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan bagi lalu lintas kapal.

(2) Alur perlayaran di perairan wilayah ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kedua 

Perhubungan Udara

Paragraf  1

Tatanan  Kebandarudaraan

Pasal  13

(1) Bandar Udara sebagai salah satu unur dalam penyelenggaraan penerbangan, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kebandaraudaraan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kebandar Udaraan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

(2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata dalam sutu kesatuan yang terdapat dalam tatanan Kebandar Udaraan Nasional guna mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang andal dan berkemampuan  tinggi dalam rangka menunjang pembangunan Daerah dan Nasional.

(3) Penyusunan tatanan kebandaraudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :

a. Recana tata ruang wilayah

b. Pertumbuhan sosial dan ekonomi

c. Kelestarian lingkungan 

d. Keamanan dan keselamatan penerbangan

(4) Tatanan Kebandar Udaraan sekurang –kurangnya memuat :

a. Fungsi, pengunaan, klasifikasi, status, penyelenggaraan dan kegiatan Bandar Udara

b. Keterpaduan intra dan antar moda transportasi

c. Keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

(5) Dinas perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada aayt (4)

(6) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :

a. pemantauan pada lokasi terhadap rencana pembangunan/pengembangan fasilitas bandar udara.

b. Penilaian melalui penelitian terhadap usulan rencana pembangunan fasilitas bandar udara.

c. Tindakan korektif terhadap penyimpangan rencana pembangunan /pengembangan dari tatanan kebandarudaraan.

d. Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang  tatanan kebandaraudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan / atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum, pengembangan dan pembangunan fasilitas bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal  14

(1)
Bandar Udara menurut fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (4) huruf  a merupakan : 

a. Simpul d alam jaringan transportasi udara sesuai dengan hirarkhi fungsinya

b. Pintu gerbang kegiatan perekonomian propinsi, nasional dan internasional

c. Tempat kegiatan alih moda transportasi

(2) Bandar Udara menurut penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Ayat  (4) huruf a merupakan : 

a. bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke / dari luar negeri

b. bandar udara yang tidak terbuka untuk melayani angkutan udara ke / dari luar negeri

(3) Bandar duara menurut klasifikasinya sebagaima dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) huruf a dibedakan  dalam beberapa kelas berdasarkan fasilitas dan kegiatan operasional bandar udara dan jenis pengendalian ruang udara di sekitarnya.

(4) Bandar Udara menurut statusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (4) huruf a terdiir atas :

a. Bandar Udara Umum yang digunakan untuk melayani kepentingan umum

b. Bandar udara khusus yang digunakan untuk menunjang kegiatan tertentu

(5) Bandar Udara menurut penyelenggaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (4) huruf 

a. Bandar Udara Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi atau bandan Usaha kebandarudaraan.

b. Bandar Udara khusus yang diselenggarakan  oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi atau bandan hukum Indonesia.

(6) Bandar Udara menurut kegiatannya terdiri dari bandar udara yang meliputi kegiatan :

a. Pendaratan dan lepas landas pesawat  udara untuk melayani kepentingan angkutan udara

b. Pendaratan dan lepas landas helikopter untuk melayani  kepentingan  angkutan udara

Pasal 15

(1) Bandar udara menurut hirarki fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1)        huruf  a dibedakan atas. 

a. Bandar udara pusat penyebaran dan

b. Bandar duara bukan pusat penyebaran

(2) Jenis Pengendalian ruang udara di sekitar bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) dibagi atas :

a. Ruang udara yang dikendalikan dan

b. Ruang udara yang tidak dikendalikan

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat membangun bandar udara baru berdasarkan kepada Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal  17

Dinas perhubungan mengajukan usul penetapan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke / dari luar negeri sebagaimana dimaskud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b.

Pasal  18 

(1) Untuk penyelenggaraan bandar udara umum, ditetapkan Rencana Induk Bandar Udara

(2) Gubernur menetapkan Rencana Induk Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bandar Udara bukan pusat penyebaran yang ruang duara di sekitarnya tidak dikendalikan.

(3) Dinas Perhubungan melaksanakan pengawasan dan pengendalian rencana induk bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :

a. Bandar Udara Pusat Penyebaran

b. Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran yang ruang udara di sekitarnya dikendalikan

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf  3

Pembangunan Bandar Udara

Pasal  19

(1) Pembangunan bandar udara umum dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Gubernur menetapkan keputusan Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran yang ruagn udara disekitarnya tidak dikendalikan.

(3) Penyelenggara bandar udara umum dalam melaksanakan pembangunan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal  20

(1) Dinas Perhubungan  melakukan pengawasan dan pengendalian berlakunya penetapan pembangunan bandar udara pada :

a. Bandar Udara Pusat Penyebaran

b. Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran yang ruagn udara disekitarnya dikendalikan

(2)
Pengawas dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pemantauan  dan penilaian serta tindakan korektif agar pembangunan berjalan sesuai jadwal dan persyaratan teknis dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

b. Pemberian rancangan tekni pembangunan bandar udara yang meliputi pembuatan rancangan  awal dan rancangan teknis terinci yangmengacu kepada standar yang berlaku dan kelestarian  lingkungan.

c. Pemberian arahan, petunjuk pelaksanaan, bimbingan dan penyuluhan terhadap berlaknya penetapan pembangunan bandar udara dan fasilitasnya sesuai persyaratan teknis.

(2) Ketentuan sebagaiamna dimaksud pada ayat 92) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf  4

Penetapan Lokasi, Penguasaan dan Penggunaan Tanah, Perairan serta Ruang Udara

Pasal  21

(1) Dinas perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penetapan lokasi, penguasaan dan penggunaan tanah, perairan serta ruang udara di bandar udara umum, pengembangan pembangunan fasilitas bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pemantauan  pada lokasi terhadap rencana pembangunan / pengembangan fasilitas bandar udara,

b. Penilaian  melalui penelitian terhadap usulan rencana pembangunan fasilitas bandar udara

c. Tindakan korektif terhadap penyimpangan rencana pembangunan / pengembangan dari tatanan kebandarudaraan.

d. Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tanaman kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan / atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum, pengembangan dan pembangunan fasilitas bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf  5

Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara 

Pasal 22

(1) Untuk penyelenggaraan bandar udara umum, ditetapkan daerah lingkungan kerja bandar udara umum.

(2) Gubernur memberikan rekomendasi penetapan daerah lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :

a. Bandar Udara Pusat Penyebaran

b. Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran yang ruang udara disekitar dikendalikan

(3) Gubernur menetapkan daerah lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran yang ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan.

(4) Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap daerah lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :

a. Bandar Udara Pusat Penyebaran

b. Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran yang ruang udara di sekitarnya dikendalikan

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Paragraf  6

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Pasal 23

(1) Untuk penyelenggaraan bandar udara umum, ditetapkan kawasan keselamatan operasi penerbangan disekitar bandar udara hukum.

(2) Dinas perhubungan  melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :

a. Bandar Udara Pusat Penyebaran

b. Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran yang ruagn udara disekitarnya dikendalikan

(3) Gubernur menetapkan kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran yagn ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf  7

Kawasan  Kebisingan

Pasal 24

(1) Perencanaan dan penetapan penggunaan tanah yang terletak di sekitar bandar udara umum dilakukan dengan memperhatikan tingkat kebisingan.

(2) Gubernur menetapkan kawasan kebisingan di sekitar bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran yang ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan.

(3) Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian  terhadap kawasan kebisingan bandar udara sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) pada Bandar Udara Pusat Penyebaran dan Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran yang ruagn udara disektarnya tidak dikendalikan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diteapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf  8

Izin Mendirikan Bangunan

Pasal  25

(1) Gubernur memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunan-bangunan yang bukan fasiltias pokok bandar duara dan berada di atas tanah yang terletak di dalam daerah lingkungna kerja bandar udara dengan mempertimbangkan saran teknis dari penyelenggara bandar udara.

(2) Gubernur memberikan rekomendasi mendirikan bangunan  pada rencana induk bandar udara, kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan kebisingan di sekitar bandar udara dan daerah lingkugan kerja bandar udara yang telah ditetapkan pada Bandar Udara Pusat Penyebaran.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf  9

Bandar Udara Khusus

Pasal  26

(1) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf  b harus berada di luar kawasan keselamtan operasi penerbangan bandar udara umum dan pangkalan udara.

(2) Wilayah bandar udara khusus meliputi daratan dan / atau perairan dan ruang udara.

(3) Penggunaan wilayah daratan dan / atau perairan dan ruagn udara pada bandar udara khusus dilaksanakan oleh pengelola bandar udara khusus sesuai ketentuan keamanan dan keselamatan penerbangan.

(4) Pengelola bandar udara khusus wajib menyediakan dan memelihara fasiltias sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal  27

(1) Pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara  dengan kapasitas > 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang duara di sekitarnya tidak dikendalikan wajib memiliki izin dari Gubernur.

(2) Pemegang izin pembangunan bandar udara  khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sesuai peratauran perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal  28

(1) Izin pembangunan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal  27 aayt (1) dicabut apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2).

(2) Persyaratan dan tata caa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal  29

Izin pembangunan bandar udara khusus dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal pengelola bandar udara khusus yang bersangkutan terbukti : 

a. melakukan keigatan yang membahayakan pertahanan keamanan negara

b. memperleh izin pembanagunan bandar udara khusus dengan cara tidak sah

Pasal  30

(1) Dinas Perhubungan melakukkan pengawasan  pelaksanaan perizinan pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas > 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara disekitarnya dikendalikan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pemeriksaan secara berkala dan insidentil

b. Pemberian rekomendasi / teguran apabila tidak sesuai dengan standar perizinan yang telah ditetapkan

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Paragraf  10

Keamanan dan Keselamatan Penerbangan

Pasal  31

Penyelenggaraan keamanan dan keselamatan penerbangan meliputi kegiatan :

a. Rancangan  bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan pesawat udara

b. Pelayanan navigasi penerbangan

c. Pengoperasian bandar udara

d. Personil penerbangan

Pasal  32

(1) Program pengaman penerbangan sipil diteapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Program pengamanan penerbangan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Program pengamanan bandar udara

b. Program pengamanan perusahaan angkutan udara

Pasal  33

(1) Dinas perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap berlkaunya standar dan persyaratan peralatan pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada aayt (5) meliputi :

a. Pemeriksaan secara berkala dan insidentil

b. Pemberian rekomendasi atau teguran apabila tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

c. Tindakan korektif terhadap peralatan penunjang operasi bandar udara

d. Pemberihan arahan, petunjuk pelaksanaan, bimbingan dan penyuluhan terhadap berlakunya standar dan persyaratan peralatan pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara.

(3) Dinas Perhubungan melaksanakan sertifikasi peralatan pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal  34

(1) Setiap penyelenggara bandar duara wajib memiliki sertifikat operasi bandar udara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dinas perhubungan melakukan sertifikasi peralatan pengoperasian bandar udara

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal  35

(1) Persyaratan teknis dan operasional pelayanan navigasi penerbangan harus sesuai dengan peaturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelayanan Navigasi Penerbangan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :

a. Pelayanan navigasi penerbangan terhadap pesawat udara selama dalam pengoperasian 

b. Pengendalian ruang udara

c. Penyediaan dan / atau pembinaan personel

d.  Penyediaan dan melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana navigasi penerbangan

(3) Penetapan persyaratan teknis dan operasional pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

(4) Dinas perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap berlakunya standar dan persyaratan peralatan pelayanan navigasi penerbangan.

(5) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :

a. pemeriksaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :

b. pemberian rekomendasi atau teguran apabila tidaks sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

c. Tindakan korektif terhadap peralatan penunjang operasi bandar udara

d. Pemberian arahan, petunjuk pelaksanaan, bimbingan dan penyuluhan terhadap berlakunya standar dan persyaratan peralatan pelayanan navigasi penerbangan.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal  36

(1) Untuk kepentingan kemanan dan keselamatan bandar udara, penyelenggara bandar udara menetapkan batas sisi darat dan sisi udara serta mengatur penggunaannya.

(2) Penetapan serta penggunaan sisi darat dan sisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :

a. Keamanan dan keselamatan penerbangan

b. Kelancaran operasi penerbangan dan

c. Kelancaran pelayanan jasa kebandarudaraan

(3) Dinas perhubungan mengesahkan program pengamanan bandar udara

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal   37

(1) Peralatan penunjang fasilitas penerbangan yang dipergunakan dalam pemberian pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan meliputi : 

a. Peralatan penditeksi bahan organik dan non organik

b. Peralatan pe mantau lalu lintas orang, barang, kendaraan dan pesawat udara di bandar udara

(2) Penyediaan peralatan penunjang fasilitas penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan : 

a. Kebutuhan operasional dan keamanan bandar udara khusus

b. Perkembangan teknologi dan

c. Keandalan peralatan penunjang fasilitas penerbangan

Pasal  38

(1) Penetapan persyaratan teknis dan operasional pengoperasian bandar udara dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk menunjang kelancaran operasi bandar udara disediakan peralatan penunjang oerasi bandar udara.

(3) Peralatan penunjang operasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus memenuhi persyaratan keandalana.

(4) Dinas perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap berlakunya standar dan persyaratan peralatan pengoperasian bandar udara.

(5) Pengawasan dan pengendalian  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :

a. Pemantauan terhadap kelengkapan sertifikat kelayakan operasi peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara.

b. Penilaian terhadap kemampuan peralatan penunjang operasi bandar udara

c. Tindakan korektif terhadap peralatan penunjang operasi bandar udara

d. Pemberian arahan, petunjuk pelaksana, bimbingan dan penyuluhan terhadap berlakunya standar dan persyaratan peralatan pengoperasian bandar udara.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB  III

SARANA

Bagian Pertama

Perhubungan Laut

Paragraf  I

Pengukuran dan Pendaftaran Kapal

Pasal  39

(1) Setiap kapal yang digunakan untuk berlayar diukur, memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan dokumen kapal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Pengukuran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal   40

(1) Kapal yang berdomisili di Daerah dan telah diukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) wajib didaftarkan pada Dinas Perhubungan.

(2) Sebagai bukti bahwa kapal telah didaftar, kepada pemilik diberikan tnada pendaftaran dan harus dipasang pada kapal.

(3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf  2

Keselamatan  Kapal

Pasal  41

(1) Pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

(2) Keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian oleh Dinas Perhubungan

(3) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberikan sertifikat keselamatan kapal oleh Dinas Perhubungan.

(4) Setiap kapal yang sudah memperoleh  sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dipelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal  42

(1) Perubahan atas sebuah kapal yang mempengaruhi rincian dan identitas yang ada dalam sertifikat dan dokumen kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal  39 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (3), wajib dilaporkan kepada Dinas Perhubungan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 43

(1) Berdasarkan pertimbangan kondisi geografi dan meteorologi, ditetapkan daerah pelayaran tertentu.

(2) Setiap kapal yang beroperasi di daerah pelayaran sebagaimana dimaksud pada aayt (1) harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sesuai dengan daerah pelayarannya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal  44

(1) Setiap kapal yang memasuki pelabuhan dan selama berada di pelabuhan harus mematuhi  peraturan-peraturan pemerintah  untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas kapal di pelabuhan, yang pengawasannya dilakukan oleh Syahbandar;

(2) Setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki Surat Izin Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar setelah memenuhi persyartan kelaiklautan kapal.

(3) Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah syahbandar Dinas Perhubungan

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian  Kedua

Perhubungan Udara

Pasal  45

(1) Persyaratan keandalan operasional pesawat udara dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pemeriksaan dilakukan terhadap dipenuhinya persyaratan keandalan operasional pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dinas perhubungan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)      meliputi :

a. Pemeriksaan dokumen dan persyaratan administrasi pengoperasian pesawat udara

b. Pemeriksaan dokumen  dan persyaratan administrasi awak pesawat udara

(4) Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap berlakunya standar dan persyaratan peralatan penunjang operasi pesawat   udara.

(5)  Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  meliputi : 

a. Pemeriksaan secara berkala dan insidentil

b. Pemberian rekomendasi atau teguran apabila tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

c. Pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan terhadap berlakunya standar dan persyaratan peralatan penunjang operasi pesawat udara.

d. Pemberian bimbingan dan penyuluhan terhadap berlakunya standar dan persyaratan peralatan  penunjang operasi pesawat udara.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (5) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB  IV

OPERASIONAL

Bagian pertama

Perhubungan Laut

Paragraf  I

Usaha Angkutan Laut

Pasal  46

(1) Jenis usaha angktuan laut terdiri dari angkutan laut luar negeri, angkutan laut dalam negeri, pelayaran rakyata, angkutan laut khusus dan angkutan laut perintis.

(2) Penyelenggaraan usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia dan atau koperasi yang bergerak khusus di bidang usaha  angkutan laut.

(3) Usaha angkutan laut dalam negeri, pelayaran rakyat, angkutan laut khusus dan angkutan laut perintis wajib memiliki izin dari Gubernur.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada aayt (2) dan (3), ditetapkan  dengan Keputusan Gubernur.

Pasal   47

(1) Untuk menunjang usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) dapat diselenggarakan usaha penunjang angkutan laut :

a. Usaha bongkar bongkar muat barang dari dan ke kapal

b. Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut

c. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi

d. Usaha Tally

e. Usaha Depo Peti Kemas

(2) Usaha penunjang angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diselenggarakan oleh Badan Hukum Indonesia dengan izin Gubernur.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada aayt (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Paragraf  2

Penyelenggaraan

Pasal  48

(1) Penyelenggaraan angkutan laut di Daerah, disusun dan dilaksanakan secara terpadu baik intra maupun antara moda yang merupakan bagian dari Rencana Umum Jaringan Transportasi Kota.

(2) Angkutan laut diselenggarakan dengan trayek tetap dan teratur serta dapat pula dilengkapi dnegan trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pda ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf  3

Angkutan Laut Perintis

Pasal  49

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan angkutan laut perintis

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf  4

Tanggung Jawab

Pasal  50

(1) Setiap orang dan atau badan usaha yang melaksankaan kegiatan di Pelabuhan Umum bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setia kerusakan pada bangunan dan / atau fasilitas pelabuhan yang diakibatkan oleh kegiatannya.

(2) Pemilik dan / atau operator kapal bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan / atau fasilitas Pelabuhan Umum yang diakibatkan oleh kapalnya.

(3) Pemilik dan / atau operator kapal bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap  kerusakan yang disebabkan oleh pengoperasian kapalnya pada sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran dan fasilitas alur pelayaran, wajib memperbaiki dan / atau mengganti sehingga fasilitas tersebut berfungsi seperti semula.

(4) Untuk menjamin pelaksanaan tanggung jawab atas ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), pemilik dan / atau operator kapal wajib memberikan jaminan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal  51

(1) Penyelenggara pelabuhan umum bertanggung jawab terhadap kerugian pengguna jasa atau pihak ketiga lainnya karena kesalahan dalma pengoperasian pelabuhan.

(2) Pengguna jasa pelabughan atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan ganti rugi.

(3) Persyaratan dan tata cara mengajukan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Paragraf  5

Pengangkutan Barang Khusus, Barang Berbahaya

Dan Limbah Barang Berbahaya serta Beracun

Pasal   52

(1) Pengangkutan barang khusus, barang berbahaya  dan limbah barang berbahaya serta beracun wajib memenuhi persyaratan sesuai peratauran perundangan yang belaku.

(2) Persyaratan dan  tata cara sebagaimana  dimaksud pada ayt (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf  6

Peralatan Keselamatan Kapal dan Floating Repair

Pasal  53

(1) Kegiatan usaha pengadaan peralatan keselamatan kapal dan floating repair kapal dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia.

(2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wjaib memiliki izin usaha dari Gubernur.

(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada aayt (2) diberikan untuk jangka waktu selama persuahaan  yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

(4) Ketentuan mengenai izin usaha pengadaan peralatan keselamatan kapal dan floating repair kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Paragraf  7

Kerangka Kapal, Salvage dan Pekerjaaan Bawa Air

Pasal  54

(1) Pemilik Kapal dan atau Nakhoda atau pemimpin kapal, wajib segera melaporkan keberadaan kerangka kapalnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kejadian kepada Dinas Perhubungan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dinas perhubungan menetapkan tingkat gangguang keselamatan pelayaran.

(3) Dinas Perhubungan berwenang mengangkat, menyingkirkan atau menghancurkan seluruh atau sebagiand ari kerangka kapal dan / atau muatannya atas biaya pemilik apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan, pemilik belum melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana diamksud pda ayat (1).

(4) Dinas Perhubugnan dapat menguasai  dan mengangkat kerangka kapal dan / atau muatannya  yang dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak diketahui pemiliknya.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayata (4) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal  55

(1) Pemilik Kapal bertanggung jawab dan wajib menyingkirkan kerangka kapal dan atau muatannya yang mengganggu keselamatan pelayaran.

(2) Penyingkiran sebagaimana dimaksud pada aayt (1)  harus dilakukan

a. dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan

b. Ketempat yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan

(3) Penetapan batas waktu dan tempat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan berdasarkan kepentingan operasional pelayaran dan tata ruang wilayah laut.

(4) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (3) pemilik kapal belum melaksankaan tanggung jawab dan kewjaibannya, Dinas Perhubunga berwenang mengangkat, menyingkirkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian dari kerangka kapal dan atau muatannya atas biaya pemiilik kapal.

(5) Kewenangan Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah melalui upaya pemberian peringatan secara patut dan tindakan-tindakan administrasi lainnya.

(6) Ketentuan sebagaimana  dimaksud ayat (2) dan (5) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 56

(1) Pemilik kapal yang lalai melaksanakan kewajibannya sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan pelayaran wajib membayar ganti rugi kepada pihak  yang mengalami kecelakaan.

(2) Izin usaha pelayaran dapat dicabut apabila pemilik kapal tidak melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya sebagaimana dimaksud psda ayat (1)

(3) Persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha sebagaimana diamksud pada ayat (2) ditetapkan denga Keputusan Gubernur.

Pasal   57

(1) Usaha salvage dan atau pekerjaan bawah air hanya dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia.

(2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud  dengan ayat (2) diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

(4) Ketentuan mengenai izin usaha salvage dan pekerjaan bawah air sebagaimana diamksud dengan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Paragraf  8

Paragraf dan Pengoperasian Pelabuhan, Reklamasi dan Pengerukan

Pasal  58

(1) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan adaministrasi dan teknis serta memperoleh izin dari Gubernur.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal  59

(1) Kegiatan membuat bangunan fasilitas di sisi air dan bangunan fasilitas lainnya, pengerukan dan reklamasi wajib mendapat izin dari gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :

a. Keselamatan pelayaran

b. Tatanan kepelabuhan

c. Rencana tata ruang wilayah propinsi

d. Rencana induk Pelabuhan dan

e. Kelestarian lingkungan

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur 

Pasal   60

Daratan hasil reklamasi, urugan dan tanah timbul di daerah lingkukngan kerja pelabuhan dimohonkan hak atas tanahnya oleh penyelenggara pelabuhan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

Paragraf  9

Surat Izin Berlayar

Pasal  61

(1) Setiap kapal yang memasuki pelabuhan dan selama berada di pelabuhan wajib mematuhi peraturan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas kapal di pelabuhan yang pengawasannya dilakukan oleh Syahbandar Dinas Perhubungan.

(2) Setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki Surata Izin berlayar yang  dikeluarkan oleh Syahbandar Dinas Perhubungan setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal  62

Atas perintah pengadilan, pejabat pemerintah daerah yang berwenang dapat melakukan penahanan terhadap kapal yang sedang berada di pelabuhan Daerah.

Pasal  63

(1) Dalam keadaan tertentu kepada suatu kapal dapat diberikan keringanan pemenuhan persyartan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dan (2) dengan tetap mempertimbagnkan kelaiklautan kapal.

(2) Ketentuan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal  64

(1) Nakhoda atau pemimpin kapla utnuk kapal ukuran tertentu, harus menyelenggarakan buku harian kapal.

(2) Nakhoda atau pemimpin kapal melaporkan buku harian kapal kepada pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang untuk memperlihatkan  buku harian kapal  dan / atau memberikan salinannya.

(3) Buku harian kapal dan keterangan yang dicatat didalamnya dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

(4) Ketentuan sebagaiamna dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf  10

Pemanduan dan Penundaan Kapal

Pasal  65

(1) Untuk kepentingan keselamatan, ketertiban dan kelancaran pelayaran pada daerah perairan tertentu ditetapkan sebagai perairan wajib pandu dan perairan wajib pandu luar biasa.

(2) Pada perairan yang ditetapkan sebagai peairan wajib pandu wajib dilakukan pemanduan terhadap kapal yang berukuran tertentu.

(3) Pada perairan yang ditetapkan sebagai perairan wajib pandu biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan pemanduan dilakukan atas permintaan Nakhoda.

(4) Penyelenggaraan pemanduan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pelaksanannya dapat dilimpahkan kepada penyelenggara pelabuhan dan atau pengelola pelabuhan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah.

(5) Penyelenggaraan penundaan kapla dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan atau dikerjasamakan dengan /kepada perusahaan  pelayaran / swasta dan atau pengeloa pelabuhan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah.

(6) Lokasi / Zona untuk penyelenggaraan pemanduan atau penundaan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pada aspek keselamatan pelayaran.

(7) Lokasi penyelenggaraan pemanduan atau penundaan ditetapkan berdasarkan koordinata geografis.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf  11

Pencarian dan Pertolongan

Pasal 66

(1) Dinas perhubungan sebagai unsur potensi Pencarian dan Pertologan (SAR) di daerah berperan aktif melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap musibah pelayaran yang terjadi di perairan wilayah Propinsi.

(2) Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan dilakukan secara terpadu bekerjasama dengan instansi terkait dengan didukung biaya operasional, fasilitas dan alat peralatan pencarian dan pertolokngan yang memadai.

(3) Untuk meningkatkan efektifitas operasi pencarian dan pertolongan perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan pencarian dan pertolongan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Paragraf  12

Kecelakaan Kapal

Pasal  67

(1) Setiap orang yang berada di atas kapal yang mengetahui dikapalnya terjadi kecelakaan kapal di dalam wilayah perairan propinsi sesuai batas  kemampuannya melaporkan kecelakaan kapal kepada syahbandar Dinas Perhubungan.

(2) Nakhoda atau Pemimpin Kapal yang berada di wilayah perairan propinsi wajib melaporkan,setiap kecelakaan yang melibatkan kapalnya atau kapal lain yang diketahuinya, yang telah mengakibatkan kerusakan pada alur atau bangunan di perairan yang berkaitan atau dapat mengakibatkan bahaya terhadap keselamatan belayar kepada Syahbandar Dinas Perhubungan.

(3) Ketentuan sebagaiamana dimaskud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Paragraf  13

Kepelautan

Pasal  68

(1) Pengembangan sumber daya manusia dalam bidang perhubungan laut dilaksanakan dengan tujuan agar tercipta tenaga kerja yang profesional

(2) Pengembangan  sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan,penelitian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pasar kerja dan perluasan kesempatan berusaha.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal  69

(1) perusahaan jasa penempatan tenaga kerja pelaut yang berdomisili di Daerah, harus mendapat rekomendasi Dinas Perhubungan.

(2) Pengawasan terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

(3) Persyaratan dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal  70

(1) Pelaut yang berdomisili di Daerah yang bekerja di kapal harus  memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di baik nasional maupun internasional dan berhak mendapat perlindungan dari pemerintah daerah.

(2) Setiap pelaut yang berdomisili di Daerah yang akan disijil harus memiliki perjanjian kerja laut yang masih berlaku.

(3) Perjanjian Kerja Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai peraturan perundangan yagn berlaku dan diketahui Dinas Perhubungan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal  71

(1) Pelaksana kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa kepelabuhan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas  Perhubungan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denga Keputusan Gubernur.

Pasal 72

(1) Dalam keadaan tertentu, kepada suatu kapal dapat diberikan keringanan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) dan (3) dengan tetap mempertimbangkan terjaminnnya kelaiklautan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 73

(1) Setiap Nakhoda atau pemimpin kapal wajib menanggulangi pencemaranyang bersumber dari kapalnya.

(2) Nakhoda atau Pemimpin  kapal wajib segera melaporkan kepada pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang terdekat atau instansi yang berwenang menangani penanggulangan pencemaran laut yang disebabkan oleh kapalnya atau olehkapal lain, atau apabila melihat adanya pencemaran di laut.

(3) Pejabata Pemerintah Daerah yang berwenang segera meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi yang bewenang menangani  penangulangan pencemaran laut di pelabuhan untuk menangani lebih lanjtu.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubenur.

Pasal   74

(1) Pemilik atau operator kapal betangung jawab terhadap pencemaran yang bersumber dari kapalnya.

(2) Pemilik atau operator kapal wajib mengasuransikan senilai kerugian yang diperkriakan timbul akibat pencemaran yang bersumber dari kapalnya.

(3) Ketentuan mengenai pemenuhan tanggung jawab sebagai mana  dimaksud pada ayat (1)  ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal  75

(1) Setiap Nakhoda atau pemimpin Kapal, Anak Buah Kapal dan / atau Pemilik Kapal wajib mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapalnya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Perhubungan Udara

Paragraf  1

Angkutan Udara

Pasal  76

(1) Kegiatan Angkutan Udara terdiri dari :

a. Angkutan Udara Niaga

b. Angkutan Udara Bukan Niaga 

(2) Angkutan Udara Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. Angkutan Udara Niaga berjadwal, dan 

b. Angkutan Udara Niaga Tidak berjadwal

Pasal  77

(1) Untuk menunjang kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal  76 ayat (1) huruf  a, dapat diselenggarakan kegiatan penunjang angkutan udara niaga.

(2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU) atau jasa pengurusan transportasi (JPT).

(3) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pda ayat (2) wajib memiliki izin Gubernur

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keptusan Gubernur.

Pasal  78

(1) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam (pasal 76 ayat (2) huruf a dilakukan dalam jaringan penerbangan.

(2) Jaringan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Jaringan penerbangan dalam negeri dan

b. Jaringan penerbangan luar negeri

(3) Jaringan penerbangan dalam negeri sebagaiamna dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :

a. rute  utama

b. rute pengumpan

c. rute perintis

(4) Jaringan penerbangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kumpulan rute luar negeri.

Pasal  79

(1) Pembukaan rute baru untuk angkutan udara berjdwal dalam negeri dilakukan dengan mempertimbangkan :

a. Adanya permintaan jasa angkutanudara yang potensial dengan perkiraan faktor muatan yang  layak, kecuali rute perintis.

b. Tersedianya fasilitas bandar udara yang memadai.

(2) Penambahan kapasitas angkutan udara berjadwal dalam negeri pada suatu rute dilakukan dengan mempertimbangkan :

a. kelayakan faktor muatan rata-rata

b. tersedianya fasilitas bandar udara yang memadai

(3) Dinas Perhubungan melakukan pengawasan pelaksanaan rute, jaringan dan kapasitas penerbangan.

(4) Dinas Perhubungan melakukan  pengusulan rute dan kapasitas angkutan udara di Daerah kepada Pemerintah Pusat.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan izin rute dan kapasitas penerbangan,

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal  80

(1) Kegiatan angkutan udara terdiri atas : 

a. angkutan udara niaga, dan 

b. angkutan udara bukan niaga

(2) Angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf  a, meliputi

a. Angkutan udara niaga berjadwal dan

b. Angkutan udara niata tidak berjadwal

(3) Kegiatan penerbangan tidak berjadwal  dalam wilayah propinsi wajib memiliki izin terbang (flight approval( dari Gubernur)

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal  81

(1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha angktatn udara niaga berjadwal atau angkutan udara niaga tidak berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B ayat (2), wajib memiliki izin usaha angkutan udara niaga.

(2) Perusahaan angkutan udara niaga yang telah  mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayt (1) wajib memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dinas Perhubungan melakukan  pengawasan kegiatan angkutan udara oleh perusahaan angkutan udara niaga.

(4)  Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

a. Pemantauan, penilaian dan tindakan  korektif terhadap pelaksanaan pengawasan kegiatan angkutan udara oleh perusahaan angkutan udara niaga.

b. Pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan izin-izin usaha angkutan udara niaga.

(5) Ketentuan sebagaimanai dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal   82

(1) Izin usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 33B ayat (1) dicabut apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33B ayat (2)

(2) Persyaratan dan tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal  83

Izin usaha angkutan udara niaga dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan terbukti :

a. Melakukan kegiatan yang membahayakan pertahanan keamanan negara

b. Memperoleh izin usaha dengan cara tidak sah

Pasal   84

(1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal  76 ayat (1) huruf  b, wajib memiliki izin kegiatan angkutan udara.

(2) Perusahaan angkutan udara bukan niaga yang telah mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dinas Perhubungan melakukan pengawasan kegiatan angkutan udara bukan niaga oleh perusahaan angkutan udara bukan niaga.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

a. Pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan pengawasan kegiatan angkutan udara oleh perusahan angkutan udara bukan niaga.

b. Pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan izin-izin usaha angkutan udara bukan niaga.

(5)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal  85

(1) izin usaha angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (1) dicabut apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (2)

(2) Persyaratan
 dan tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Paragraf  2

Kantor  Perwakiilan dan Agen

Pasal  87

(1) Penggunaan pesawat udara sipil asing  oleh perusahaan udara asing dari dan ke Indonsia untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwalkan  luar negeri dilakukan sesuai  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Perusahaan angkutan udara asing yang melakukan kegiatan ke dan dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menempatkan atau menunjuk perwakilannya di Indonesia untuk mengurus kepentingan di bidang operasi dan administrasi.

(3) Untuk melakukan penjualan dan pemasaran jasa angkutan udara dari dan ke luar negeri, perusahaan angkutan udara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjuk agaen di Indonesia untuk mewakili kepentingannya.

(4) Dinas perhubungan melakukan pengawasan terhadap kegaitan perwakilan perusahaan angkutan udara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebut Agen Penjualan Umum (General  Sales Agent/GSA)

(6) Untuk melaksanakan kegiatan keagenan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki izin gubernur

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf  2

Pengoperasian Bandar Udara

Pasal  88

(1) Pengoperasian bandar udara umum dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi dan telah memiliki Sertifikat Operasi Bandar Udara yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur menetapkan Keputusan Pelaksanaan Pengoperasian Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran  yang ruagn udara disekitarnya tidak dikendalikan.

(3) Penyelenggara bandar udara umum dalam melaksanakan pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal  89

(1) Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dan Pengendalian berlakunya penetapan pengoperasian bandar udara pada :

a. Bandar Udara Pusat Penyebaran

b. Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran yagn ruang udara di sekitarnya dikendalikan :

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pemantauan dan penilaian serta tindakan korektif agar pengoperasian berjalan sesuai jadwal dan persyaratan  teknis dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

b. Dinas Perhubungan memberikan rancangan teknis pembangunan bandar udara yang meliputi pembuatan rancangan awal dan rancangan teknis terinci yang mengacu kepada standar yang berlaku dan kelestarian lingkungan.

c. Pemberian arahan, petunjuk pelaksanaan, bimbingan dan penyuluhan terhadap berlakunya penetapan pengoperasian bandar udara dan fasilitasnya sesuai persyaratan teknis.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf  3

Penyelenggaraan Bandar Udara

Pasal  90

(1) Pelaksana kegiatan di bandar udara umum terdiri dari fungsi pemerintah,  penyelenggara bandar udara dan Badan Hukum Indonesia, yang memberikan pelayanan jasa kebandaraudaraan berkaitan dengan lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan pos.

(2) Pelaksana fungsi pemerintah sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) merupakan pemegang fungsi :

a. Keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan

b. Kemanan dan ketertiban di bandar udara

c. Karantina

(3) Penyelenggara bandar udara  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :

a. Unit Pelaksana Teknis / Satuan Kerja Bandar Udara, pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

b. Dinas Perhubungan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan atau Badan yang khusus dibentuk oleh Pemerintah Daerah, pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

c. Unit Pelaksana dari Badan Usaha Kebandarudaraan, pada bandar udara umum yang diselengarakan  oleh Badan Usaha Kebandaraudaraan.

(4) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Hukum Indonesia yang melakukan kegiatan di Bandar Udara umum.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal  91

(1) Pelaksanaan kegiatan fungsi pemerintahan dan pelayanan jasa kebandaraudaraan di bandar udara umum dikoordinasikan oleh Kepala Bandar Udara.

(2) Pelaksanaan kegaitan fungsi pemerintah dan pelayanan jasa kebandarudaraan di Bandar Udara umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandaraudaraan dikoordinasikan  oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang belaku.

(3) Pejabat pemegang fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan kegiatan fungsi pemerintahan terkait dan kegiatan pelayanan jasa  kebandaraudaraan guna menjamin kelancaran kegiatan operasional di bandara udara.

b. Menyelesaikan masalah-maslah yang dapat menganggu kelancaran kegiatan operasional bandar udara yang tidak dapat diselesaikan oleh instansi Pemerintah, Badan Usaha Kebandarudaraan dan Badan Hukum Indonesia atau unit kerja terkait lainnya secara sendiri-sendiri.

(4) Dinas Perhubungan membantu pelaksanaan koordinasi komite fasilitas bandar udara pada bandar udara international di daerah.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal  92

Pelayanan jasa kebandarudaraan dibandar udara umum sebagaimana  dimaksud dalam pasal          90 ayat (1) meliputi :

a. Penyediaan,  pengusahaan dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara.

b. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas  terminal untuk pelayanan angkutan penumpanas, kargo dan pos ;

c. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fsilitas elektronika, listrik, air dan instalasi limbah buangan,

d. Jasa kegiatan penunjang bandar udara

e. Penyediaan lahan untuk bangunan, lapangan dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.

f. Penyediaan jasa konsultansi, pendidikan dna pelatihan yang berkaitan dengan kebandarudaraan ; dan

g. Penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kebandarudaraan.

Pasal  93

(1) Pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara umum yang dilakuan oleh penyelenggara bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (3) huruf a dan b dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Kebandarudaraan. 

(2) Pelimpahan pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  setelah memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubenur.

Pasal  94

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan jasa untuk kepentingan umum dibandar udara umum, dapat dilakukan kegiatan penunjang bandar udara.

(2) Kegiatan penunjang bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan dan

b. Pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur

Pasal  95

(1) Kegiatan penunjang bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh :

a. Unit  pelaksana teknis / satuan kerja / bandar udara,pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

b. Dinas Perhubungan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan atau Badan yang khsusu dibentuk oleh Pemerintah Daerah, pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

c. Badan Hukum Indonesia atau perorangan

(2) Untuk menunjang pelayanan jasa untuk kepentingan umum di bandar umum, pelaksana kegiatan penunjang bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Paragraf  4

Pengoperasian Bandar Udara Khusus

Pasal  96

(1) Pengoperasian bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas < 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan wajib memiliki izin dari Gubernur

(2) Pemegang izin operasi bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal  97

(1) Izin operasi bandar udara khusus dicabut apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2)

(2) Persyaratan dan tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan  dengan Keputusan Gubernur

Pasal  98

Izin Operasi bandar udara khusus dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal pengelola bandar udara khusus yang bersangkutan terbukti :

a. melakukan kegiatan yang membahayakan pertahanan keamanan negara

b. memperoleh izin pembangunan bandar udara khusus dengan cara tidak sah

Pasal 99

(1) Dilarang menggunakan bandar udara khusus untuk melayani kepentingan umum, selain dalam keadaan tertentu dengan izin gubernur

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal  100

(1) Dinas Perhubungan melakukan pengawasan pelaksanaan perizinan pengoperasian bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas > 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara di sekitarnya dikendalikan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pemeriksaan secara berkala dan insidentil

b. Pemberian rekomendasi / teguran apabila tidak seuai dengan standar perizinan yang telah ditetapkan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Paragraf  5

Pelayanan bandar udara ke dari luar negeri

Pasal  101

(1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus dapat ditetapkan sebagai bandar udara yang terbuka untuk melayani  angkutan ke / dari luar negeri.

(2) Dinas Perhubungan dapat melakukan pengusulan penetapan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke / dari luar negeri.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf  6

Pemeriksaan Keamanan di Bandar Udara

Pasal  102

Setiap orang, barang, kendaraan yang memasuki sisi udara, wajib melalui pemeriksaan keamanan.

Pasal  103

(1) Penyelenggara bandar udara wajib memiliki kemampuan dalam melaksanakan penanggulangan gawat darurat di bandar udara.

(2) Penanggulangan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait di luar dan di dalam bandar udara.

Paragraf   7

Personil Penerbangan

Pasal  104

(1) Personil penerbangan meliputi :

a. personil pesawat terbang

b. personil pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan

(2) Personil pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. personil operasi pesawat udara

b. personil penunjang operasi pesawat udara

(3) personil pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :

a. penerbang

b. juru msin pesawat udara

c. juru navigasi pesawat udara

(4) Personil penunjang operasi pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :

a. personil ahli perawatan pesawat udara

b. personil penunjang operasi penerbangan

c. personil kabin

(5) Personil penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sertifkat kecakapan yang sah dan masih berlaku.

(6) Personil penerbangan yang telah memiliki sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memenuhi  kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Dinas perhubungan melakukan sertifikasi personil penunjang operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf  8

Tarif

Pasal  105

(1) Tarif jasa kebandarudaraan dibandar udara umum ditetapkan berdasarkan pada struktur dan golongan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dinas perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian tarif jasa kebandarudaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang meliputi :

a. Pengawasan tarif jasa kebandarudaraan pada :

1) Bandar Udara Pusat Penyebaran

2) Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran yang ruang udara di sekitarnya dikendalikan

b. Pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan tarif jasa bandar udara

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal  106

(1) Tarif angkutan udara niaga berjadwal terdiri atas :

a. tarif penumpang dan

b. tarif kargo

(2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. Tarif penumpang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri

b. Tarif penumpang angkutan udara niaga berjadwal luar negeri

(3) Tarif angkutan kargo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. Tarif kargo angkutan niaga berjadwal dalam negeri

b. Tarif kargo angkutan niaga berjadwal luar negeri

Pasal  107

(1) Golongan tarif penumpang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf  a, terdiri atas :

a. tarif pelayanan ekonomi

b. tarif pelayanan non ekonomi

(2) Dinas perhubungan melakukan pengawasan yang meliputi pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara penumpang dalam negeri kelas ekonomi sebagai  dimaksud pada ayat (1)

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Paragraf  9

Penelitian Kecelakaan Pesawat Udara

Pasal  108

(1) Setiap terjadi kecelakaan pesawat udara dilakukan penelitian untuk mengetahui penyebab terjadi kecelakaan.

(2)   Dinas perhubungan melaksanakan penelitian awal terhadap insiden di apron dan membantu kelancaran pemeriskaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur 

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi

Paragraf  1

Penyelenggaraan Pos

Pasal  109

(1) Penyelenggaraan Pos dapat dilakukan oleh :

a. Badan Usaha Milik Negara

b. Badan usaha lain  yang berbadan hukum terdiri dari Perseroang Terbatas (PT) dan atau Koperasi

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disebut perusahaan jasa titipan

(3) Perusahaan Jasa Titipan yang dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Kantor Pusat

b. Kantor Cabang

c. Kantor Agen

(4) Pembinaan dan bimbingan perposan di Daerah dilakukan oleh Dinas Perhubungan termasuk kegiatan filateli.

Pasal  110

(1) Pengusaha jasa titipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat 93) wajib memiliki izin dari Kepala Dinas Perhubungan.

(2) Pengawasan jasa titipan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

(3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf  2

Penyelenggaraan Telekomunikasi 

Pasal  111

(1) Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :

a. Jaringan Telekomunikasi

b. Jasa Telekomunikasi

c. Telekomunikasi Khusus

(2) Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan / atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dilaksanakan oleh :

A. Badan Usaha Milik Negara 

B. Badan Usaha Milik Daerah

C. Badan Usaha Swasta

D. Koperasi

(3) Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksankan oleh :

a. Perseorangan

b. Instansi Pemerintah

c. Badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan / atau penyelenggara jasa telekomunikasi

Pasal  112

(1) Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) menggunakan kabel, serat optik dan atau spektrum frekuensi radio.

(2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. Warung Telekomunikasi (Wartel)

b. Warung Internet (Warnet)

c. Amatir Radio 

d. Komunikasi Radio Antar Penduduk

e. Komunikasi Radio Lokal

f. Radio Siaran Lokal

g. TV  Siaran Lokal

h. Jaringan Lokal (Local Area Network, Wireless Area Network)

i. TV berlangganan

j. Komunikasi Radio Marine

k. Penyelenggarta Radio Trunking 


l. Penyelenggarta Radio Panggil Untuk Umum (RPUU)

m. Jasa Multi Media

(3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin dari Kepala Dinas Perhubungan.

(4) Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan atau ketertiban umum.

(5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 93) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Paragraf  3

Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 113

(1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi di Daerah wajib membangun dan / atau menyediakan jaringan telekomunikasi.

(2) Penyelenggara jaringan telekomunikasi di Daerah wajib menjamin terselenggaranya telekomunikasi melalui jaringan yang diselenggarakannya.

(3) Dalam pelaksanaan penggelaran jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi harus memberikan laporan pelaksanaan kepada Dinas Perhubungan.

Paragraf 4

Menara Telekomunikasi

Pasal 114

(1) Setiap penempatan menara telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi wajib mendapatkan ijin dari Dinas Perhubungan.

(2) Persyaratan dan tata cara dan permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf  5

Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Tetap

Pasal 115

(1) Gubernur atau Kepala Dinas Perhubungan memberikan arahan dan penetapan wilayah dan atau bentuknya kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap lokal dalam rangka pemenuhan kewajiban pelayanan universal.

(2) Pengawasan pemenuhan kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas perhubungan.

Paragraf  6

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

(1) Penyelenggara jasa telekomunikasi di Daerah wajib menyediakan fasilitas  telekomunikasi untuk menjamin kualitas pelyanan jasa telekomunikasi yang baik.

(2) Penyelenggara jasa telekomunikasi di Daerah wajib memberikan pelayanan yang sama kepada pengguna jasa telekomunikasi.

Paragraf  7

Penyelenggaraan Jasa Multi Media

Pasal  117

(1) Penyelenggaraan jasa multi media meliputi :

a. penyiaran televisi berbayar

b. Internet Telephone untuk keperluan Publik (ITKP) atau Internet Telephony Service Provier

c. Jasa akses internet atau internet Service Provider (ISP)

(2) Penyelenggaraan televisi berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  a wajib memiliki izin dari Kepala Dinas Perhubungan.

(3) Akses untuk jasa akses internet sebagaimana dimaksud pda ayat (1) huruf c yang mengunakan frekuensi yang telah dialokasikan sesuai ketentuan wajib memiliki izin dari Dinas Perhubungan.

(4) Pengawasan penggunaan akses jasa internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dins Perhubungan.

Paragraf  8

Jasa Penunjang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Pasal 118

(1) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi memerlukan jasa penunjang meliputi :

a. Instalasi Akes Rumah / Gedung

b. Perusahaan Pemasok alat / perangkat telekomunikasi

(2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin dari Kepala Dinas Perhubungan.

(3) Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud  pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf  9

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Pasal  119

(1) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan :

a. Sendiri

b. Penyiaran

c. Badan Usaha

(2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Kepala Dinas Perhubungan.

(3) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dapat merupakan sistem telekomunikasi lingkup terbatas.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Paragraf  10

Persyaran  Teknis

Pasal  120 

Setiap alat / perangkat telekomunikasi yagn diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan / atau digunakan di Daerah wajib memenuhi persyaratan teknis dan harus sesuai dengan peruntukannya.

BAB  V

HAK MASYARAKAT

Pasal  121

(1) penderita cacat, manula dan / atau orang sakit berhak memperoleh pelyanan berupa perlakuan khusus dalam angkutan lau dan angkutan udara niaga.

(2) Setiap masyarakat pengguna pos dan telekomunikasi mempunyai hak yang sama  untuk mendapatkan pelayanan jasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB  VI

DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 122

(1) Untuk mencegah terganggunya  kelestarian lingkungan, penyelenggaraan perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan –undangan yang berlaku

(2) Setiap orang atau badan hukum yang terkait dalam penyelenggaraan perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi wajib mencegah terganggungnya kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan peratauran perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada aayt (1) dan (2), ditetapkan  dengan keputusan Gubernur.

BAB VII

TARIF

Pasal 123

(1) Tarif jasa perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi ditetapkan berdasarkan pada struktur dan golongan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Gubernur menetapkan besar tarif jasa perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan DPRD.

BAB VIII

RETRIBUSI

Pasal 124

(1) Terhadap pelayanan bidang perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi dikenakan pungutan retribusi.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada aayt (1) terdiri dari :

a. Penetapan lokasi pelabuhan dan instalasi bawah air

b. Penyusunan rencana induk pelabuhan umum

c. Penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan

d. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan khusus

e. Jasa navigasi kepada seluruh jenis kapal-kapal yang berlaya diperairan wilayah DKI Jakarta

(
Jasa penggunaan sarana bantu navigasi pelayaran /  jasa rambu

(
Jasa fasilitas galangan navigasi

f. Jasa telekomunikasi pelayaran :


(
Telegram radio


(
Radio telepon meliputi Medium Frekuensi (MF), Hifh Frequency (HF), Very High Frequency (VHF) dan pemesanan (Booking Fee)


(
Radio telex dan pemesanan (Booking Fee)

g. Daerah alur tertentu yang ditetapkan sebagai alur khusus (Channel Fee)

h. Penguuran kapal

i. Pendaftaran kapal

j. Surat izin berlayar

k. Izin usaha angkutan laut

l. Izin usaha penunjang angkutan laut, meliputi :


(
bongkar-bongkar muat barang dari dan ke kapal


(
ekspedisi muatan kapal laut


(
Jasa Pengurusan Transportasi


(
Tally


(
Depo peti kemas

n. Jasa angkutan laut untuk barang khusus, barang berbahaya dan limbah barang berbahaya

o. Pemanduan dan / atau penundaan

p. Pemanduan dan / atau penundaan

q. Ketentuan / persyaratan pelaut berupa dokumen /sertifikasi / perjanjian kerja laut

r. Jasa kebandarudaraan

s. Izin agen penjualan umum (General Sales Agent/GSA)

t. Izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)

u. Izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat dengan kapasitas > 30 tempat duduk dna ruang udara  disekitarnya tidak dikendalikan.

v. Izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat dengan kapasitas > 30 tempat duduk dan ruagn udara disekitarnya tidak dikendalikan.

w. Izin terbang untuk penerbangan tidak berjadwal

x. Izin mendirikan bangunan utnuk bangunan-bangunan bukan fasilitas pokok bandar udara

y. Setifikasi peraltan pengoperasian bandar udara

z. Setifikasi peralatan pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara

aa. Sertifikasi personil pengangkutan bahan dan / atau barang berbahaya

ab. Setifikasi  personil pelayanan pengoperasian bandar udara

ac. Sertifikasi personil pelayanankeamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara

ad. Ijin penyelenggaraan pengusaha jasa titipan

ae. Izin penyelenggaraan telekomunikasi

af. Izin penggunaan spektrum frekuensi radio lokal

ag. Izin penyelenggaraan  jasa multi media

ah. Izin pengusahaan wartel/warnet

ai. Izin penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi

aj. Izin penempatan menara telekomunikasi dan / atau perangkat telekomunikasi

ak. Izin jasa penunjang penyelenggaraan telekomunikasi.

(3) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam peraturan Derah tersendiri tentang retribusi.

Bab  IX

Pembinaan

Pasal 125

(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi di Derah dilakukan  oleh Gubernur.

(2) Tata cara dan lingkup kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

BAB  X

Pengawasan  dan pengendalian

Pasal  126

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi di Daerah dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

(2) Tata cara danlingkup kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada aayt (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB  XI

LARANGAN

Pasal  127

Dilarang merusak atau melakukan tindakan apapunyang mengakibatkan tidak berfungsinya sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelyaran  serta alur pelayaran di wilayah laut daerah.

Pasal 128

Dilarang setiap kapal melakukan pembuangan limbah minyak atau bahanlain apabila tidak memenuhi persyaratan dan ditetapkan.

Pasal  129

(1) Dilarang memperkerjakan seseorang di kapala dalam jabatan apapun tanpa disijil oleh Syahbandar dinas perhubungan

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal  130

Dilarang Nakhoda atau pemimpin kapal tidak mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi dan telekomunikasi pelayaran selama berlayar.

Pasal 131

(1) Dilarang Nakhoda atau pemimpin kapal memasuki perairan wajib pandu tidak menggunakan tenaga pandu, tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

(2)  Dilarang melaksanakan pemanduan tidak memenuhi persyartan atau wewenang yang telah ditentukan.

Pasal  132

Dilarang membangun dan mengoperasikan pelabuhan umum tanpa izin Gubernur.

Pasal  133

 Dilarang membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus tanpa izin Gubernru

Pasal  134

Dilarang menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu  dengan izin Gubernur.

Pasal  135

Dilarang melakukan perubahan terhadap sebuah kapal tanpa melaporakan kepada pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal  136

Dilarang Nakhoda atau pemimpin kapal melayarkan kapalnya melampaui daerah pelayaran yang ditentukan sesuai dengan kelaiklautan kapalnya. 

Pasal  137

Dilarang menerima pengalihan hak milik atas kapal dan tidak melakukan balik nama dalam batas waktu yang ditetapkan

Pasal  138

Dilarang mengoperasikan fasilitas dan / atau peralatan penunjang penerbangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan.

Pasal 139

Dilarang membangun dan / atau mengoperasikan bandar udara khusus tanpa izin gubernur

Pasal  140

Dialrang berada di bandar udara, mendirikan bangunan atau melakukan kegiatan-kegaitan lain  didalam maupun di sekitar bandar udara yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.

Pasal  141

Dilarang mengoperasikan pesawat udara yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas tingkat-tingkat kebisingan.

Pasal 142

Dilarang melakukan pengiriman benda yang dapat membahayakan kiriman, kiriman pos, atau keselamatan orang.

Pasal  143

Dilarang memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di Daerah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11C dan berdasarkan izin sesuai  dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 144

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (I) dikenakan pidanan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana pada ayat (1) dapat dibebankan biaya pelaksanaan penegakan hukum.

(3) Gubernur menetapkan pelaksanaan dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada          ayat (2)

Pasal  145

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, diancam pidana sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undnagan yang berlaku.

BAB  XIII

SANKSI

Pasal  146

(1) Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal  144, terhadap pelanggaran peraturan Daerah ini dapat juga dikenakan sanksi aministrasi berupa :

a. teguran tertulis

b. peringatan tertulis

c. penghentian kegiatan

d. pecabutan izin

(2) Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelanggaran terhadap pasal 115 Ayat (1) dapat dilakukan pembongkaran menara telekomunikasi.

(3) Ketentuan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Bagian Pertama Perhubungan Laut

(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilakukan juga oleh penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai lingkup tugas dan wewenangnya di bidang perhubungan laut atau perhubungan udara atau pos dan telekomunikasi yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melakukan tugasnya, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, pengaduan  atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana.

b. Melakukan pemeriksaan  terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana

c. Menghentikan pengunaan alat dan atau perangkat yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

d. Memagngil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka

e. Melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diguna digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana.

f. Menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana

g. Menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat yang digunakan atau yagn diduga berkaitan dengan tindak pidana

h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka

i. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana

